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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat 

yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, memperjuangkan aspirasi 

dan kepentingan rakyat sebagai badan legislatif.1 Amandemen Undang- 

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan salah satu tuntutan 

reformasi yang menyangkut bidang politik dan ketatanegaraan. Dalam hukum 

tata negara dan ilmu politik sistem amandemen merupakan cara untuk 

melakukan pembaharuan terhadap UUD 1945.2
 

Pasca amandemen kedudukan DPR mempunyai kekuasaan yang lebih 

besar dari pada pemerintah (eksekutif) dibandingkan dengan kedudukan DPR 

sebelum amandemen. Perubahan Pasal 20 UUD RI Tahun 1945 telah 

mengubah peran DPR. Jika sebelumnya DPR hanya bertugas membahas dan 

memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU), 

sekarang menjadi lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang- 

undang. 

 

 

 

 
1 Setia Purwaka, 2003, Pembangunan Bidang Politik, Kementerian Koordinator Bidang 

Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 24. 
2 Dahlan Thaib. 2000, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan konstitusi. Penerbit Liberty, 

Yogyakarta, Hlm. 12. 
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Menurut ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD tahun 1945 fungsi DPR 

ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

ketiga fungsi tersebut : 

1.  Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang 

dibahas bersama dengan presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama. 

2. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran 

pendapatan dan belanja Negara bersama presiden dengan melihat 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

3. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap 

pelaksaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.3 

Fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk 

hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi serta 

kepentingan seluruh rakyat. Jika undang-undang yang dibuat oleh DPR 

dipertanyakan kebenarannya ini juga mencerminkan bahwa produk hukum 

yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat. Kebijakan yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah tertuju pada Pasal 122 huruf L yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

 

 
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 20 A ayat (1). 
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“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 

kehormatan DPR dan anggota DPR” 

 

 
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah alat kelengkapan DPR 

yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan peraturan DPR yang mengatur 

mengenai tata tertib.4 MKD mempunyai Standar Oprasional Prosedur (SOP) 

dalam menjalankan aturan penegakan hukum. Persoalan etika merupakan 

persoalan yang diatur dalam MKD.5 

MKD tidak terkait dengan sistem peradilan pidana, serta mekanisme 

check and balances antara legislatif dan eksekutif. Sistem peradilan pidana itu 

dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat 

mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman pada masyarakat umum.6
 

Serta sistem checks and balances (sistem pengawasan dan 

keseimbangan) sebagai tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam 

rangka mewujudkan demokrasi. Sistem ini sistem yang saling mengimbangi 

 

 

 
 

4 Lihat Pasal 1 ayat 3, Peraturan Dewan perwakilan rakyat republik indonesia Nomor 2  

Tahun 2015 Tentang Tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan perwakilan rakyat republik 

indonesia. 
5 Pelangi Karismakristi, “ Ini Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan Bagi DPR “ 

(news.metrotvnews.com, diakses 8 Maret 2018) 
6 Mardjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga 

Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 140. 
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antara lembaga-lembaga kekuasaan negara dan memberikan pembatasan 

kekuasaan setiap lembaga negara sesuai undang-undang dasar. 

Sedangkan MKD merupakan alat kelengkapan DPR dalam rangka 

menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai 

lembaga perwakilan rakyat dan tidak termasuk dalam fungsi lembaga negara. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tantang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghidupkan kembali hak 

imunitas anggota dewan. Hak imunitas sendiri adalah kekebalan hukum 

dimana anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan 

atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat- 

rapat DPR. Namun, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak 

melanggar yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.7 Hak 

imunitas tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain itu ada 

beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga bertentangan seperti 

Pasal 73 ayat 4 yang mengatur mengenai pemanggilan paksa terhadap rekan 

7 C. S. T. Kansil dan christine S.T. Kansil, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT 

Rineka Cipta, Jakarta, hlm.143. 
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kerja yang mangkir hadir dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 

122 huruf l mengatur tentang hak DPR dalam mengambil langkah hukum 

terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR atau 

anggotanya.8 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2018 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hal tersebut dapat 

memperkokoh kedudukan DPR dan berpotensi menjadikan lembaga ini 

sebagai lembaga yang superbody yang akan membatasi hak berdemokrasi dan 

hak menyampaikan pendapat yang sebelumnya dilindungi oleh undang- 

undang. 

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dimana bentuk 

pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, 

baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan 

(demokrasi perwakilan). Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat 

melekat dan tidak dapat terpisahkan dari manusia. 

Secara khusus kebebasan berpendapat merupakan bagian hukum 

positif indonesia, Didefinisikan dan dikaji dari ketentuan-ketentuan yang 

terdapat  dalam  pembukaan  UUD  1945  Pernyataan  dan  pengakuan  yang 

 
8   Moh.  Nadlir,  Sabrina  Asril,  tiga  hari  pasca  disahkan  uu  MD3  Resmi  Digugat  ke MK 

(nasional.kompas.com, diakses 4 Maret 2018) 
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menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat 

luhur dan sangat asasi, antara lain ditegakkan hak setiap bangsa (termasuk 

individu) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak 

membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, 

bermusyawarah, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan dan 

berkeyakinan ketuhanan yang Maha Esa.9
 

Pilar demokrasi salah satunya adalah kebebasan mengemukakan 

pendapat. Kebebasan tersebut tercantum pada Pasal 28 E ayat (3) Undang- 

Undang Dasar 1945 yang berbunyi :10
 

 
“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat”. 

 

 
Selain itu Kebebasan berpendapat ini diatur juga Dalam Pasal 2 Ayat 

 

(1) UU Nomor 9 Tahun 1998, yang berbunyi:11
 

 
“Setiap warga Negara secara perseorangan atau kelompok bebas 

menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 

berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara” 

 

 
Kebebasan mengemukakan pendapat ini termasuk dalam lingkup hak 

sipil dan politik yang merupakan hak asasi manusia yang dipandang mutlak 

dan perlu bagi perkembangan individu. Hak ini dijamin dan dihormati 

 

9 Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm. 53. 
10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3). 
11 Lihat Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di Muka Umum. 
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keberadaannya oleh negara agar menusia bebas menikmati hak-hak dan 

kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi 

tanggung jawab negara. 

Di Indonesia warga negara sah untuk mengemukakan pendapatnya 

untuk mengkritik kebijakan publik yang dibuat pemerintah serta lembaga 

negara sehingga kebijakan tersebut dapat dikontrol sendiri oleh rakyat apabila 

kebijkan tersebut tidak sesuai tujuan dari kebijaakan publik tersebut. 

Pemerintah memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah 

dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati, 

melindungi, memenuhi hak-hak manusia tersebut. 

Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga perwakilan yang dipilih 

dan ditunjuk sendiri oleh rakyat untuk mewakilinya. Dimana para anggotanya 

merupakan wakil-wakil rakyat yang memperoleh legitimasi dalam pemilu 

legislatif, harus menjadi lembaga yang memiliki komitmen yang tinggi di 

dalam memperjuangkan penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia.12 DPR memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat 

seperti menampung, menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat 

seperti yang tercantum pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 

Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

 

 

 
 

12 Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 416. 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Sementara di bidang pengawasan, DPR senantiasa terbuka bagi 

segenap masukan masyarakat, dan akan tetap kritis terhadap berbagai proses 

penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah, guna 

terciptanya tegaknya keadilan dalam masyarakat dan terwujudnya suatu 

rekonsiliasi nasional.13
 

Kahadiran para anggota DPR, sebagaimana DPD, DPRD, presiden dan 

wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi 

dan kabupaten atau kota telah dipilih secara langsung dalam sebuah 

mekanisme pemilu yang berkala dan demokratis. Oleh sebab itulah, sebagai 

lembaga yang memiliki legitimasi demokrasi, maka DPR wajib untuk 

berupaya seoptimal mungkin mewujudkan dan memberikan pemenuhan 

kewajibannya sebagai perwakilan dari rakyat. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis terdorong dan tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: “Analisis 

Terhadap Pasal 122 Huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)” 

 

B. Rumusan Masalah 
 

13 C. S. T. Kansil dan christine S.T. Kansil, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, 

PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 142. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah Pasal 122 huruf l Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 

2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 

17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan 

perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan 

rakyat daerah ini dapat diartikan mengekang kebebasan berpendapat 

yang telah tercantum dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945? 

2. Apakah dengan keluarnya putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018 

akan membatalkan Pasal 122 huruf l Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang– 

Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan 

rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan 

dewan perwakilan rakyat daerah? 

3. Bagaimana kedudukan MKD setelah keluarnya putusan MK Nomor 

16/PUU/XVI/2018? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

 

1. Menjelaskan dan menganalisis Pasal 122 Huruf l Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 17 
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tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (MD3) telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 

E Ayat 3 Undang-Undang Daerah Tahun 1945. 

2. Menjelaskan dan menganalisis putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018. 

 

3. Menjelaskan dan menganalisis Kedudukan MKD setelah keluarnya 

putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

 
1. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa atau 

masyarakat umum atau praktisi hukum Mengenai Keterkaitan Hak Asasi 

Manusia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) 

2. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas 

permasalahan yang ada dalam sistem kelembagaan di Indonesia, 

Khususnya yang menyangkut Kelembagaan Negara. 

3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata1 pada Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup menentukan konsep utama dalam permasalahan 

sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan 
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mudah dan baik, ruang lingkup penelitian sangat penting dalam mendekatkan 

pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Sehingga tidak terjadi 

keraguaan dalam menginterprestasikan hasil penelitian ini tentang Analisis 

terhadap Pasal 122 Huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

MPR, DPR, DPD, Dan DPD (MD3). 

F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Demokrasi, 

 

Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia 

mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.14 

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan 

yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam 

keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang. 

a) Teori Jean Jaques Rousseau 
 

Demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus 

dilalui olehsebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan 

Rousseau iniseakan mengatakan, bahwa demokrasi bagisebuah negara 

adalah sebuah pembelajaranmenuju ke arah perkembangan ketata- 

negaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa 

kesempurnaan bukanlah milik manusia. 

Oleh karenanya,yang menjadi ukuran ada tidaknya 

sebuahdemokrasi dalam sebuah negara bukanditentukan oleh tujuan akhir, 

14Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 

144. 
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melainkan lebihmelihat pada fakta tahapan yang ada.Demokrasi akan 

berjalan sesuai denganperkembangan zaman dan akan sangatdipengaruhi 

oleh faktor budaya sebuahnegara. 

Dengan begitu Rousseau seolahingin mengatakan bahwa jika 

menempatkandemokrasi secara kaku dan ideal, tidak akanpernah ada 

demokrasi yang nyata dan tidakakan pernah ada demokrasi.15
 

b) Teori Demokrasi menurut Hans Kelsen 

 

Demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju 

kesempurnaan. Awalnya menurut Hans Kelsen adalah adanya ide 

kebebasan yang berada dalam benak manusia. Awal dari datangnya ide 

demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang 

berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai 

sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap 

bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan 

terhadap segala kewajiban. 

Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans kelsen.Pasalnya, ketika 

manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” 

tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari 

ikatan, namun ide kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan 

kehendak sendiri.16
 

 
15 Hmhm Thalhah, “ Menye garkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran 

Hans Kelsen” (http://jurnal.uii.ac.id/Unisia/article/view/2695/2482, diakses pada 14 April 2018) 

16 Ibid,. 

http://jurnal.uii.ac.id/Unisia/article/view/2695/2482
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2. Teori Hak Asasi Manusia, 

 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia 

semata mata karena ia manusia bukan karena masyarakat atau berdasarkan 

hukum positif, melainkan semata mata berdasarkan martabatnya sebagai 

manusia.17
 

Secara filosofis, hak asasi manusia mengacu pada keadaan alamiah 

manusia sebagai mahluk yang mengetahui bahwa tanpa adanya hak asasi 

yang secara individu harus ada, tidak mungkin manusia dapat membangun 

sebuah masyarakat yang beradab.18
 

a.) Teori Perjanjian 

 

Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat 

bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi 

keadaan yang disebutnya homo homini lupus, bellum omnium comtra 

omnes. Yaitu suatu keadaan yang mendorong terbentuknya perjanjian 

masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada 

penguasa.19
 

b.) Teori kontrak sosial 
 

Dalam perkenbangannya muncul J.J. Rousseau dengan teori 

kontrak  sosial,  bahwa  kekuasaan  Negara  itu  karena  berdasarkan 

 
 

17  Jack Donnely,  2008,  Dalam  Pusat Studi Hak Asasi Manusia  Universitas Islam Indonesia 

(PUSHAM UII), Yogyakarta, Hlm. 11. 

18 Rosyada, dkk, 2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Tim ICCE 

UIN, Jakarta, hlm. 200. 
19 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 345 
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persetujuan atau kontrak anatara seluruh anggota masyarakat untuk 

membentuk suatu pemerintahan.Negara tidak bisamencabut hak-hak 

dasar individu yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan Negara 

harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan 

pemerkosaan.20
 

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak 

yang diberikanlangsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang 

kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat 

mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan 

kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari 

dan dalam kehidupan manusia.21
 

3. Teori Kelembagaan, 

 

Teori Kelembagaan (Institutional Theory) Scot dalam Hessels dan 

Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur 

sosialyang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, 

normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini 

secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk 

memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial.22
 

a) Trias Politica 
 
 

20 Reinhart, dalam Harun Pujiarto, 1999, Hak Asasi Manusia;Kajian Filosofis dan 

Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Press, 

Yogyakarta, Hlm. 29. 
21 Masyhur Effendi. 1994, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum  

Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3. 
22 PC Gainau,”Teori Kelembagaan” (www.repository.uksw.edu. Diakses 3 April 2018) 

http://www.repository.uksw.edu/
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Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang 

kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu 

kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan 

pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan 

eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.23
 

b) Teori tentang norma sumber legitimasi 
 

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga negara dapat 

dibedakan ke dalam tiga lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis 

pertama yang disebut dengan “lembaga tinggi negara” yaitu lembaga- 

lembaga negara yang bersifat utama (primer) yang pembentukannya 

mendapatkan kewenangan dari UUD 1945; lembaga lapis kedua yang 

disebut dengan “lembaga negara” ada yang mendapat kewenangannya 

secara eksplisit dari UUD 1945 namun ada pula yang mendapat 

kewenangan dari undang-undang; dan lembaga lapis ketiga yang disebut 

“lembaga daerah”.24
 

4) Teori Kewenangan, 

 
Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang- 

undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, 

artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh 

 

 
23 Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29. 
24 Ibid., hlm. 43-45 
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undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut 

dalam kewenangan itu. 

a) Teori kewenangan dari H.D. van Wijk/Willem Konijenenbelt 

dirumuskan sebagai berikut : 25
 

1. Atribusi 

 
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan. 

2. Delegasi 

 

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

3. Mandat 
 

Tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat 

yang satu kepada pejabat lain. 

b) Teori kewenangan 

 

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintah 

disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. kewenangan 

itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) 

pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang 

 
25  Ridwan HR,   2002,  Hukum Administrasi  Negara,   Raja Grafindo  Persada,  Jakarta,  hlm. 

104-105. 
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independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari 

kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya 

dan memberikan kepada organ yang berkompeten.26
 

G. Metode Penelitian 

 

1. Tipe penelitian 

 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian hukum normatif . yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala. Penelitian normatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan pengkajian Peraturan perundang-undangan 

dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.27
 

Mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang- 

undang, teori-teori hukum, doktrin hukum, ketentuan internasional. Menurut 

Soerjono soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder dan metode atau cara yang dipergunakan di dalam 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang 

ada.28
 

2. Pendekatan Penelitian 
 

 
26 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa 

tahun, hlm 5 
27 Johny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode penelitian hukum normatif. Bayumedia publising, 

Jakarta, Hlm. 241. 
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–14. 
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Cara pendekatan penelitian ini dengan cara pendekatan dengan 

penelitian produk perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati semua peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan dari 

penelitian ini. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- 

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

3. Bahan Penelitian 

 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

terdiri dari : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Majelis Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas 

Undang–Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis 

permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) 

dan sebagainya. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 
Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang 

hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

seperti buku-buku mengenai sistem ketatanegaraan indonesia, Jurnal, 

Tesis, Disertasi, Hasil penelitian serta buku-buku hukum mengenai 

kelembagaan negara. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari kasus 

politik,ensiklopedia hukum, internet, kamus hukum dan lainnya. 

4. Analisis Bahan Hukum 

 

Bahan-bahan yang telah diperoleh kemudian akan dipilih secara 

deskriftif kualitatif. Yaitu bahan yang dipilih dipisahkan menurut kategori 

masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban 

masalah penelitian29 yang kemudian menjadi objek kajian penulis dalam 

penulisan skripsi yaitu Analisis Terhadap Perubahan Pasal 122 Huruf l 

 

29 Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124. 
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Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang– 

Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) telah melanggar ketentuan yang tercantum 

dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Daerah Tahun 1945. 

 

 

 

 

 
5. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan 

secara dedukatif untuk mendapatkan jawaboan-jawaban atas permasalahan 

yang terdapat pada skripsi ini. Metode Pemeriksaan Kesimpulan secara 

dedukatif yaitu suatu posisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan 

telah berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 11. 
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